BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang bersemboyan “Bhinneka
Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Semboyan
ini digunakan untuk menggambarkan kesatuan dan persatuan Bangsa
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena
Negara Republik Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya,
bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.
Keanekaragaman inilah yang mempelopori lahirnya bermacam-
macam karya yang kental akan budaya dan diciptakan oleh
masyarakat bangsa Indonesia yang tentunya merupakan karya seni
otentik bangsa ini.

Keberagaman budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa,
agama, dan kepercayaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa
Indonesia, menjadi citra bangsa Indonesia yang harus dilestarikan.
Namun seiring dengan berkembangnya zaman, masyarakat mulai
mengembangkan minat dan bakatnya secara lebih meluas di dalam
berbagai bidang seni, salah satunya bidang seni musik.

Pada awalnya, hukum yang hidup di Indonesia adalah hukum

adat, namun hukum adat tidak mengenal adanya hak kekayaan



intelektual. istilah hak kekayaan intelektual diterjemahkan dari
bahasa Inggris yaitu Intellectual Property Rights yang berakar dan
berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dan common
law. Intellectual Property Rights diperkenalkan di Indonesia pada
masa kolonialisme oleh Belanda, salah satu contohnya adalah karya
di bidang seni musik.

Karya di bidang seni musik merupakan salah satu contoh
karya dari Hak Kekayaan Intelektual, yang disingkat HKI. HKI
adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual
Property Rights atau IPR di Indonesia, yaitu hak yang timbul dari
hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses
yang berguna bagi manusia. Oleh karena itu, masyarakat
memerlukan perlindungan akan karya yang diciptakan, karena itulah
keberadaan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) sangat diperlukan.

WTO (World Trade Organization) : Intellectual

property rights are rights given to people over the

creation of their minds. Creators can be given the

rights to prevent others from using their inventions,

designs or others creations. These rights are known
as “intellectual property rights.”™

WIPO  (The World Intellectual  Property
Organization) : Intellectual property refers to the
products of the mind; inventions, literary and artistic
works, any symbols, names, images, and designs used
in commerce.”

'Hadi

Setia Tunggal, “Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Hak Kekayaan

Intelektual”, (Jakarta: Harvindo,2006), him. iii.

? 1bid.



Dapat disimpulkan bahwa HKI dasarnya merupakan hak atas
kekayaan yang lahir dari intelektualitas manusia, dimana kekayaan
intelektual tersebut dihasilkan melalui kemampuan
intelektualitasnya, daya cipta, rasa, dan juga karya. Indonesia
meratifikasi ~ Agreement  Establishing the World Trade
Organization/Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia/OPD dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 vyang
merupakan persetujuan induk dan disepakati di Marrakesh, Maroko
pada tahun 1994 sebagai hasil dari rangkaian perundingan Uruguay
Round yang dimulai pada tahun 1986. Agreement tersebut akhirnya
melahirkan Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual
Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods (TRIPS)/atau
Persetujuan Aspek-aspek Dagang yang terkait dengan HKI yang
mempunyai tujuan:*

a. Meningkatkan perlindungan terhadap HKI atas produk-
produk yang diperdagangkan;

b. Menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat
kegiatan perdagangan;

c. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan

perlindungan terhadap HKI;

*Henry Soelistyo, "Hak Kekayaan Intelektual: Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi ”, (Jakarta:
Penaku, Oktober 2014), him. 6-7.



d. Mengembangkan prinsip, aturan, dan mekanisme kerjasama
internasional untuk menangani perdagangan barang-barang
hasil pemalsuan atau pembajakan HKI.

Persetujuan  TRIPS  diarahkan untuk  mewujudkan
harmonisasi peraturan perundang-undangan HKI yang berdasarkan
kepada norma dan standar perlindungan internasional. Pengesahan
Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 berakibat hukum dimana
Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan Persetujuan
TRIPS. Hal ini juga sekaligus dimaksudkan untuk mengisi
kekosongan pengaturan yang tidak tercakup atau tidak diatur secara
memadai dalam berbagai konvensi HKI.

Secara garis besar HKI dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian,
yaitu:*

1. Hak cipta (copyright);
2. Hak kekayaan industri (industrial property rights), yang terdiri
atas:

a. Paten (patent);

b. Desain industri (industrial design);

c. Merek (trade mark);

d. Penanggulangan praktik persaingan curang (repression of

unfair competition);

*Tim Visi Yustisia, “Panduan Resmi Hak Cipta”, (Jakarta: Visimedia, 2015), him. 45-46.



e. Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of

integrated circuit);

f. Rahasia dagang (trade secret);

g. Indikasi geografis (geographical indication);

h. Perlindungan varietas tanaman (plant variety protection).

Berkaitan dengan perlindungan hukum yang didapatkan oleh
pencipta, perlindungan hukum yang didapatkan oleh pencipta karya
seni adalah perlindungan hukum hak cipta. Hak cipta sendiri disusun
untuk melindungi karya ciptaan seorang pencipta dan melekat pada
ciptaan yang dihasilkan dari intelektualitasmanusia, maka hak cipta
juga dapat dianggap hak milik intelektual (right of intellectual
ownership).’

Ada beberapa pengertian Hak Cipta menurut beberapa
sumber, diantaranya Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan
gagasan atau informasi tertentu, setelah suatu ciptaan diwujudkan
dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.® Peraturan yang mengatur
tentang Hak Cipta di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

® Tamotsu Hozumi, “Asian Copyright Hnadbook Indonesian Version”, (Jakarta: Ikatan
Penerbit Indonesia (Ikapi), 2006), him. 12.
® Tim Visi Yustisia, “Panduan Resmi Hak Cipta”, (Jakarta: Visimedia, 2015), him. 1.



Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul
secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah
suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.’

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang

secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan

suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.?

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu

pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan

atasinspirasi,  kemampuan,  pikiran,  imajinasi,
kecekatan, keterampilan, atau keahlian  yang
diekspresikan dalam bentuk nyata.’

Pihak lain yang ingin menggunakan ciptaan milik pencipta
tidak bisa serta merta mengatasnamakan ciptaan yang bukan
ciptaannya. Pihak yang mempunyai hak atas ciptaannya adalah
pencipta, yang mempunyai hak moral dan hak ekonomi atas
ciptaannya tersebut. Perlindungan suatu ciptaan timbul dan mengikat
secara otomatis sejak ciptaan tersebut dideklarasikan.

Hak kekayaan intelektual atas ciptaan yang secara singkat
disebut hak cipta, dapat dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan)
kategori, dimana hak-hak tersebut dibawah merupakan milik
pencipta semata-mata, yaitu:

1. Hak perbanyakan (right of reproduction);

2. Hak mempertunjukkan (right of performance);

3. Hak menyajikan (right of presentation);

Cipta.
Cipta.

Cipta.

’Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
8 pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

*Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak



4. Hak menyebarkan (right of transmission);

5. Hak menuturkan (right of recitation);

6. Hak memamerkan (right of exhibition);

7. Hak distribusi, mengalihkan hak milik dan meminjamkan
(right of distribution, transfer of ownership and lending);

8. Hak menerjemahkan, mengaransemen, mentransformasi, dan
mengadaptasi ~ (right of translation, arrangement,
transformation, and adaption);

9. Hak mengeksploitasi ciptaan turunan (right in the
exploitation of a derivative work).*

Dalam hal untuk mempermudah pengelolaan hak ekonomi
Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait,
dibentuklah suatu wadah yang biasa disebut di dunia internasional
sebagai Collective Management Organization (CMO) atau dalam
bahasa Indonesia disebut juga sebagai Lembaga Manajemen Kolektif
(selanjutnya ditulis sebagai LMK).'* Dimana secara internasional,
komunitas Pencipta tergabung dalam sebuah organisasi internaional
yang disebut International Confederation of Societies of Authors and
Composers (CISAC).

CISAC  berkedudukan di  Paris, Perancis dengan
beranggotakan 136 negara. Salah satu LMK adalah Yayasan Karya

Cipta Indonesia (selanjutnya ditulis sebagai YKCI) yang juga

Tamotsu Hozumi, Op. Cit, halaman 14-15.
"Yayasan Karya Cipta Indonesia, “Karya Cipta Indonesia ", diakses dari http://kci-
Imk.or.id/, pada tanggal 23 Mei 2017.



http://kci-lmk.or.id/
http://kci-lmk.or.id/

merupakan salah satu anggota CISAC. YKCI adalah sebuah wadah
kolektif manajemen yang berbadan hukum yayasan. Wadah ini
berperan sebagai pemegang hak cipta yang dikuasakan oleh Pencipta
sebagai pemilik hak cipta sesuai Undang — Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menurut Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta:

“Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang
berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh
Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak
Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk
menghimpun dan mendistribusikan royalti.”12

Saat ini banyak pengguna hak cipta yang telah melakukan
pelanggaran terhadap hak cipta, khususnya karya cipta lagu/musik.
Dalam hal ini pelanggran terhadap karya cipta lagu/musikdalam
melakukan kegiatan pengumuman (performing) tanpa izin dari
YKCI sebagai pemegang hak cipta yang dikuasakan oleh pencipta.
Perbuatan tersebut diatur dalam peraturan hukum positif Indonesia,
khususnya Undang-Undang Hak Cipta dan dikualifikasikan sebagai
Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Hal ini dilakukan oleh PT Vizta
Pratama Inul Vizta Karaoke Manado, dimana PT Vizta Pratama Inul
Vizta Karaoke Manado tetap melakukan kegiatan usaha karaoke

walaupun ia telah tidak memiliki izin yang berupa Lisensi dari

YPasal 1 ayat (22) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta.



YKCI. Lisensi tersebut wajib dimiliki PT Vizta Pratama Inul Vizta
Karaoke Manado, terutama apabila mengingat secara de factobahwa
ciptaan yang berupa lagu adalah faktor paling utama bagi PT Vizta
Pratama Inul Vizta Karaoke Manado untuk menjalankan usaha
rumah karaoke. Demikian berarti PT Vizta Pratama Inul Vizta
Karaoke Manado telah melakukan pelanggaran hak cipta, yaitu hak
eksklusif dari pemegang hak cipta yang legal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan
sebelumnya, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian lebih
lanjut tentang hak cipta yang berjudul “PERLINDUNGAN
HUKUM HAK CIPTA ATAS LAGU DALAM HUBUNGAN
DENGAN ROYALTI MELALUI YAYASAN KARYA CIPTA
INDONESIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor

122 PK/Pdt.Sus-HKI1/2015)”



1.2. Rumusan Masalah

1.8

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dan

dikaitkan dengan topik skripsi, maka Penulis mengangkat rumusan

masalah dari penelitian ini, yaitu:

1.

Bagaimana pengaturan penggunaan dan perizinan hak cipta lagu
melalui YKCI serta pengaturan prosedur pembayaran royalti
dari users kepada YKCI?

Bagaimana praktik pelaksanaan pengaturan penggunaan dan
perizinan hak cipta lagu melalui YKCI serta pengaturan

prosedur pembayaran royalti dari users kepada YKCI?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas,

maka tujuan yang hendak dicapai Penulis dalam penelitian ini

adalah:

1.

Untuk mengetahui peraturan atau ketentuan penggunaan dan
perizinan hak cipta lagu melalui YKCI dan pengaturan prosedur
pembayaran royalti dari users kepada YKCI.

Untuk mengetahui praktik pelaksanaan peraturan atau ketentuan
penggunaan dan perizinan hak cipta lagu melalui YKCI dan
pengaturan prosedur pembayaran royalti dari users kepada

YKCI.
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1.4. Manfaat Penelitian

1:5.

Penulis menulis penelitian ini bukan hanya sekedar untuk
mendapatkan gelar sarjana hukum, melainkan Penulis juga berhadap
agar penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat sebagai
berikut:

1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan
sebagai sumbangan kepustakaan dalam memperbanyak referensi
ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Hak Cipta.
2. Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan
sebagai acuan bagi pihak — pihak yang berkepentingan dalam
masalah hukum hak cipta khususnya dalam masalah
pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif,

yaitu YKCI.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab,
yang masing — masing bab terdiri dari beberapa sub — bab untuk
mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penelitian ini

adalah sebagai berikut :
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BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini penulis akan menguraikan
beberapa sub-bab yang terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian baik dari segi teoritis maupun

dari segi praktis, dan sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub —
bab. Pertama adalah sub — bab mengenai teori — teori
yang berkaitan dengan hak cipta di Indonesia.
Kemudian, pada sub — bab kedua akan diuraikan
mengenai  lembaga manajemen kolektif yaitu
Yayasan Karya Cipta Indonesia.

METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini akan menjelaskan mengenai metode
penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini, yang terdiri atas jenis penelitian, prosedur
perolehan bahan penelitian, sifat analisis, serta
hambatan dalam penelitian dan penanggulangannya.
PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab ini akan membahas mengenai analisa

perlindungan hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia
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BAB V

(YKCI) dan analisa putusan Mahkamah Agung
Nomor 122 PK/Pdt.Sus-HKI1/2015. Kemudian, pada
bab ini pula akan dianalisa rumusan masalah yang

sebelumnya telah dikemukakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang akan
memaparkan 2 (dua) hal, yaitu kesimpulan dan saran
dari penelitian ini, yang isinya merupakan
permasalahan mengenai perlindungan hak cipta dan
mekanisme pembayaran royalti atas hak cipta lagu

melalui YKCI.
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